Menimbang :

Mengingat :

SALINAN

BUPATI BINTAN
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA

STAF AHLI BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 102
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah, Bupati dalam melaksanakan
tugasnya dapat dibantu oleh Staf ahli;
bahwa pembentukan Staf Ahli sesuai pasal 11
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di
pandang perlu untuk ditetapkan Peraturan Bupati
Bintan tentang kedudukan, tugas, fungsi dan tata
kerja Staf Ahli Bupati Bintan;
bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf
b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Staf Ahli
Bupati.
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25);
Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor
3851);

3. Undang-undang .....



10.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4237) ;
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi
Kabupaten Bintan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036);
Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun
2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN .....



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : :  PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN,
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA STAF AHLI
BUPATI
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan;
Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan;

ok Db

Staf Ahli Bupati adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan untuk

membantu Bupati dalam melaksanakan tugas Pemerintahan Daerah.

BAB 11
KEDUDUKAN
Pasal 2

(1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
(2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada bupati dan secara administratif dikoordinasikan

oleh Sekretaris Daerah.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Staf Ahli Bupati
Pasal 3
(1) Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertugas memberikan
rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai dengan
keahliannya.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Staf
Ahli Bupati dibagi sesuai dengan pembidangannya, terdiri dari:
a. Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan;
b. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
c.Staf Ahli .....



c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

Bagian Kedua
Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan
Pasal 4
(1) Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas memberikan rekomendasi
terhadap isu-isu strategis kepada Bupat dibidang hukum, politik dan
pemerintahan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli

Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan monitoring perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi
dimasyarakat dibidang hukum, politik dan pemerintahan;

b. pelaksanaan pengumpulan bahan dan data untuk dikaji dan dianalisis
dibidang hukum, politik dan pemerintahan;

c. pelaksanaan pengkajian dan analisis masukan, saran dan laporan
masyarakat serta berita media massa terhadap pelaksanaan kebijakan
Bupati dibidang hukum, politik dan pemerintahan;

d. pelaksanaan pengkajian dan analisis bahan rumusan kebijakan Bupati
dibidang hukum, politik dan pemerintahan;

e. pelaksanaan perumusan saran, pertimbangan dan masukan berupa
telaahaan staf dan rekomendasi kepada Bupati tentang arah kebijakan
Bupati terhadap isu-isu strategis dibidang hukum, politik dan
pemerintahan;

f. pelaksanaan evaluasi bahan masukan dalam rangka pelaksanaan tugas
Bupati.

Bagian Ketiga
Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
Pasal 5
(1) Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas memberikan
rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati dibidang ekonomi,
keuangan dan pembangunan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli
Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan monitoring perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi

dimasyarakat dibidang ekonomi, keuangan dan pembangunan;

b.pelaksanaan .....



. pelaksanaan pengumpulan bahan dan data untuk dikaji dan dianalisis

dibidang ekonomi, keuangan dan pembangunan;

pelaksanaan pengkajian dan analisis masukan, saran dan laporan
masyarakat serta berita media massa terhadap pelaksanaan kebijakan
Bupati dibidang ekonomi, keuangan dan pembangunan;

pelaksanaan pengkajian dan analisis bahan rumusan kebijakan Bupati
dibidang ekonomi, keuangan dan pembangunan;

pelaksanaan perumusan saran, pertimbangan dan masukan berupa
telaahaan staf dan rekomendasi kepada Bupati tentang arah kebijakan
Bupati terhadap isu-isu strategis dibidang ekonomi, keuangan dan
pembangunan;

pelaksanaan evaluasi bahan masukan dalam rangka pelaksanaan tugas

Bupati.

Bagian Keempat
Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia

Pasal 6

(1) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, mempunyai memberikan

rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati dibidang

kemasyarakatan dan sumber daya manusia.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli

Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan

fungsi:

a.

pelaksanaan monitoring perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi
dimasyarakat dibidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
pelaksanaan pengumpulan bahan dan data untuk dikaji dan dianalisis
dibidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;

pelaksanaan pengkajian dan analisis masukan, saran dan laporan
masyarakat serta berita media massa terhadap pelaksanaan kebijakan
Bupati dibidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
pelaksanaan pengkajian dan analisis bahan rumusan kebijakan Bupati
dibidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;

pelaksanaan perumusan saran, pertimbangan dan masukan berupa
telaahaan staf dan rekomendasi kepada Bupati tentang arah kebijakan
Bupati terhadap isu-isu strategis dibidang kemasyarakatan dan sumber
daya manusia;

f.pelaksanaan .....



f. pelaksanaan evaluasi bahan masukan dalam rangka pelaksanaan tugas
Bupati.
BAB IV
KEWENANGAN
Pasal 7
(1) Untuk memperoleh informasi dan data, Staf Ahli berkoordinasi dengan
Perangkat Daerah dan/atau pihak lain difasilitasi oleh Sekretaris Daerah.
(2) Dalam keadaan tertentu Staf Ahli dapat berkoordinasi langsung kepada
Perangkat Daerah dan/atau pihak lain.

BAB V
KEPEGAWAIAN
Pasal 8

Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Aparatur Sipil

Negara yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

BAB VI
ESELONERING
Pasal 9

Staf Ahli merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Struktural atau setara

dengan Eselon IIb.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 10

(1) Staf Ahli melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi
dengan jajaran Perangkat Daerah dan instansi terkait.

(2) Hubungan kerja Staf Ahli dengan Perangkat Daerah bersifat konsultasi dan
koordinasi.

(3) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya wajib mentaati peraturan
perundang-undangan yang berlaku, menjaga kerahasiaan segala bentuk
data/informasi dan dokumen serta melaksanakan tugas yang dipercayakan
kepadanya dengan penuh tanggungjawab.

(4) Staf Ahli wajib melaporkan dan menyampaikan informasi strategis pada

kesempatan pertama kepada Bupati secara berkala dan menyusun laporan

Pasal 11
Dalam hal Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah berhalangan

melaksanakan tugas-tugas tertentu dapat diwakilkan kepada Staf Ahli.
BAB VIIL.....



BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 12
Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bintan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Bintan
Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Staf Ahli Bupati Bintan
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 14
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 12 Januari 2017
BUPATI BINTAN
ttd
APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 12 Januari 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BINTAN
ttd
ADI PRIHANTARA
BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2017 NOMOR 14

Salinan Sesuai Degngan Aslinva

KEPALA BAGIAN HUKUM

NIP.19750417 200003 2 006



